Bidang Anggaran

Jumlah dokumen rancangan KUA PPAS.

Jumlah dokumen rancangan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Jumlah dokumen rancangan APBD.

Jumiah dokumen rancangan Perubahan APBD.

Jumiah dokumen rancangan Bahan Jawaban Evaluasi
Gubernur

 sumiah dokumen rancangan bahan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati tentang APBD.

 sumiah dokumen rancangan bahan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD.

oPA

Jurmlah dokumen bahan pembentukan TAPD.

Jumlah dokumen bahan regulasi berkaitan dengan

enganggaran

Jumlah dokumen bahan pengumpulan, pengolahan,

dan penganalisaan RKA dan Perubahan RKA

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah yang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Surat Keputusan Penetapan
Kuasa BUD, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

dan
Pembantu

Jumlah Peraturan Terkait Penatausahaan dan
i dalam
Daerah

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berbasis Akrual

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban
APBD yang telah diverifikasi

Jumlah Laporan Dana Transfer kepada
Pemerintah Pusat yang telah diverifikasi
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Byl Bt Transfer Transfer
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Analis Perencanaan Anggaran Verifikator Anggaran Analis Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Jumiah data rancangan KUA PPAS terkait
‘anggaran belanja operasi non barang dan
jasa serta belanja transfer yang telah

Jumiah data rancangan KUA PPAS terkait
‘anggaran belanja operasi non barang dan
jasa serta belanja transfer yang telah
diverifikasi

Jumlah data
Perubahan PPAS terkait anggaran belanja

KUA
dan Perubahan PPAS terkait anggaran

transfer yang telah dianalisis
Jumiah data rancangan APBD terkait

‘anggaran belanja operasi non barang dan
jasa serta belanja transfer yang telah

erta

belanja transfer yang telah diverifikasi

Jumlah data rancangan APBD terkait
‘anggaran belanja operasi non barang dan
jasa serta belanja transfer yang telah
diverifikasi

dianal
Jumlah data rancangan Perubahan APED

Jumlah data rancangan Perubahan APBD

dan jasa serta belanja transfer yang telah

barang dan jasa serta belanja transfer yang,

Jumiah data rancangan Bahan Jawaban

Jumiah data rancangan Bahan Jawaban

transfer yang telah dianalisis

[ Turiah data rancangan bahan Peraturan |

Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD.

transfer yang telah diverifikasi
Turlah data fancangan bahan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD |

dan jasa serta belanja transfer yang telah

Jisis
Jumlah data rancangan bahan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Perubahan APBD terkait anggaran belanja
operasi non barang dan jasa serta belanja

barang dan jasa serta belanja transfer yang,
h diverifia:

x
Jumlah data rancangan bahan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupai tentang
Perubahan APBD terkait anggaran belanja
operasi non barang dan jasa serta belanja

Jumlah data bahan pengesahan DPA/
Perubahan DPA terkait anggaran belanja.
operasi non barang dan jasa serta belanja

Jumlah data bahan pengesahan DPA/
Perubahan DPA terkait anggaran belanja
operasi non barang dan jasa serta belanja

Jumlah data bahan pembentukan TAPD

Jumlah data bahan pembentukan TAPD

dan jasa serta belanja transfer yang telah
dianalisis

barang dan jasa serta belanja transfer yang,
telah diverifikasi

Jumlah data bahan regulasi berkaitan
dengan penganggaran terkait anggaran
belanja operasi non barang dan jasa serta
belanja transfer dianaisis

Jumlah data bahan regulasi berkaitan
dengan penganggaran terkait anggaran
belanja operasi non barang dan jasa serta
belanja transfer diverifikasi

Jumlah data bahan pengumpulan,
pengolahan, dan penganalisaan RKA dan
Perubahan RKA terkalt anggaran belanja
operasi non barang dan jasa serta belanja
transfer yang telah dianalisis

Jumiah data bahan pengumpulan,
pengolahan, dan penganalisaan RKA dan
Perubahan RKA terkait anggaran belanja
operasi non barang dan jasa serta belanja
transfer yang telah diverifiasi

Indikator Kinerja

Jumlah data rancangan KUA PPAS terkait
‘Anggaran Belanja Operasi Barang dan Jasa,
Belanja Modal serta Belanja Tidak Terduga

Jumiah data rancangan Peruizahan KUA dan
Perubahan PPAS terkait Anggaran Belanja
Operasi Barang dan Jasa, Belanja Modal
serta Belanja Tidak Terduga yang telah
dianalisis

Jumlah data rancangan APBD terkait
‘Anggaran Belanja Operasi Barang dan Jasa,
Belanja Moda serta Belanja Tidak Terduga

Jumlah data rancangan Perubahan APBD
terkait Anggaran Belanja Operasi Barang
dan Jasa, Belanja Moda serta Belanja Tidak
Terduga yang telah dianalisis

Jumlah data rancangan Bahan Jawaban
Evaluasi Gubernur terkait Anggaran Belanja
Operasi Barang dan Jasa, Belanja Modal
serta Belanja Tidak Terduga yang telah
dianalisis

Jumlah data rancangan bahan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD
terkait Anggaran Belanja Operasi Barang
dan Jasa, Belanja Modal serta Belanja Tidak
Terduga yang telah dianalisis

Jumlah data rancangan bahan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Perubahan APBD terkait Anggaran Belanja
Operasi Barang dan Jasa, Belanja Modal
serta Belanja Tidak Terduga yang telzh
dianalisis

'DPA/Perubahan DPA terkait Anggaran

Belanja Operasi Barang dan Jasa, Belanja

Modal serta Belanja Tidak Terduga yang
telah dianalsis

Jumlah data bahan pembentukan TAPD.
terkait Anggaran Belanja Operasi Barang
dan Jasa, Belanja Modal serta Belanja Tidak
Terduga yang telah dianalisis

Jumiah data bahan regulasi berkaitan

‘dengan penganggaran terkait Anggaran

Belanja Operasi Barang dan Jasa, Belanja

Modal serta Belanja Tidak Terduga yang
telah dianalisis

Jumlah data bahan pengumpulan,
pengolahan, dan penganalisaan RKA dan
Perubahan RKA terkait Anggaran Belanja
Operasi Barang dan Jasa, Belanja Modal

serta Belanja Tidak Terduga yang telah
dianalisis

Analis Keuangan

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Usulan Kuasa BUD, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu

Jumlah Konsep Penetapan Kuasa Bendahara
Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran,
i dan
di Li
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Jumlah Konsep Penetapan Kuasa Pengguna
Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya
Jumlah Naskah Dinas Penetapan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen yang berhubungan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Jumlah bahan Perumusan Kebijakan dalam
prosedur j
dan penetapan pengguna anggaran, kuasa
pengguna anggaran, bendahara, pejabat
pelaksana teknis kegiatan dan pejabat
penatausahaan keuangan SKPD

Jumlah konsep laporan konfirmasi dana
transfer

Jumlah Dokumen Persiapan Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kab.Tasikmalaya

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB TASIKMALAYA

CASCADING

TAHUN ANGGARAN 2023

DAN SEJAHTERA

VISI : DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING

MISI : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima

INDIKATOR TUJUAN: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

SASARAN 1

SASARAN 2

SASARAN 3

SASARAN 4

Meningkatnya kualitas pelayanan

publik dan akuntabilitas kinerja

perangkat daerah

Mewujudkan pengelolaan keuangan
yang efektif, efisien dan akuntabel

Mewujudkan pengelolaan aset daerah

yang tertib dan akuntabel

Meningkatnya Pertumbuhan Pajak

Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat
Daerah

Rata-rata persentase penetapan
APBD yang tepat waktu; laporan
keuangan dan pelayanan
penatausahaan keuangan yang
sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Persentase Barang Milik Daerah
yang telah dilengkapi dengan
dokumen bukti kepemilikan

Persentase Pertumbuhan Pajak

Daerah

Laporan Keuangan yang Telah Diverifikasi

Sub Bidang Analisis Data dan Pelaporan
Sasaran Indikator
4 Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dan bahan
i1 yiapan Bahan

penysunan laporan keuangan berbasis akrual
yang telah diverifikasi

Tersedianya Draft Laporan Realisasi Anggaran
Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran yang
telah Diverifikasi

Jumlah Draft Laporan Realisasi Anggaran
Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran yang
telah diverifikasi

Tersusunnya Draft Laporan Keuangan
intah Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Draft LKPD untuk Reviu Inspektorat,
Draft LKPD L i Draft LKPD Audited

Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban

Jumlah Draft Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan
Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD dan Kepala
Daerah tentang Penjabaran

Per APBD

Per APBD

Terlaksananya Persiapan Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Tersusunnya Draft Laporan Dana Transfer
kepada Pemerintah Pusat

Jumlah Draft Laporan Dana Transfer kepada
Pemerintah Pusat

Analis Laporan Keuangan

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan
Analisis Data sebagai Bahan Penyusunan
Laporan Keuangan Konsolidasi

Jumlah Draft Laporan Realisasi Anggaran
Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran

Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Draft LKPD untuk Reviu Inspektorat,
Draft LKPD L Draft LKPD Audited

Jumlah Draft Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Persiapan Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan dan
Per j Pemerintah
Tasikmalaya

Jumlah Draft Laporan Dana Transfer kepada
Pemerintah Pusat

Pengelola Laporan Keuangan

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Bahan

Sub Bidang Perbendaharaan |

Indikator

Tersedianya draft Surat Perintah
Pencairan Dana yang telah diverifikasi

Jumlah draft dokumen Surat
Perintah Pencairan Dana yang telah
diverifikasi

Tersedianya laporan pengesahan
pendapatan dan belanja Non RKUD
yang telah diverifikasi

Jumlah laporan pengesahan
pendapatan dan belanja Non RKUD
yang telah diverifikasi

Tersedianya laporan pengelolaan
dana transfer ke daerah yang telah
diverifikasi

Jumlah dokumen laporan
pengelolaan dana transfer ke daerah
yang telah diverifikasi

Bidang Perbendaharaan

Sasaran

Indikator Kinerja

Terselenggaranya penatausahaan
pendapatan dan belanja daerah
yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Jumlah dokumen penyaluran
bantuan keuangan, dana darurat
dan mendesak serta dana bagi hasil

Jumlah dokumen pencatatan
seluruh hasil pendapatan dan
belanja daerah

Jumlah dokumen penyimpanan dan
penempatan uang daerah

Jumlah dokumen penerbitan surat
perintah pencairan dana

Jumlah dokumen penerbitan surat
keputusan pemberhentian
pembayaran (SKPP)

Jumlah dokumen pengelolaan gaji
dan tunjangan seluruh SKPD

Jumlah dokumen pengesahan
pendapatan dan belanja non RKUD

Jumlah dokumen pengelolaan dana
transfer

Sub Bidang Perbendaharaan Il

Sasaran

Indikator

Tersedianya draft dokumen data

belanja bantuan keuangan,

dana

darurat dan mendesak serta dana
bagi hasil yang telah dianalisis

Jumlah draft dokumen data belanja

bantuan keuangan, dana darurat dan

mendesak serta dana bagi hasil yang
telah dianalisis

Tersedianya laporan surat perintah
pencairan dana yang telah diverifikasi

Jumlah laporan Surat Perintah
Pencairan Dana yang telah diverifikasi

Tersedianya surat keputusan

Jumlah surat keputusan

pemberhentian
yang telah diverifikasi

(SKPP)

an (SKPP)
yang telah diverifikasi

Tersedianya

gaji dan tunjangan seluruh SKPD yang

telah diverifikasi

Jumlah dok gaji
dan tunjangan seluruh SKPD yang
telah diverifikasi

Tersedianya laporan pengelolaan
dana transfer yang telah diverifikasi

Jumlah laporan pengelolaan dana
transfer yang telah diverifikasi

8¢ I:{ Data i N
dan Pelayanan A Pengelola Data Pengelola Gaji
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah draft laporan Surat
Perintah Pencairan Dana yang
telah terbit

Jumlah dokumen SPP-SPM
yang diregister

Jumlah dokumen SPP-SPM

Jumlah draft laporan
pengelolaan dana transfer

Jumlah draft pengesahan
pendapatan dan belanja Non
RKUD

Jumlah draft pengesahan
pendapatan dan belanja Non
RKUD yang dihimpun

Jumlah draft dokumen Surat Perintah

Pencairan Dana

Jumlah draft dokumen SKPP

Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Draft
Laporan Realisasi Anggaran Bulanan,
Triwulanan, dan Semesteran

Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Draft
LKPD untuk Reviu Inspektorat, Draft LKPD

Unaudited, Draft LKPD Audited
Jumlah Bahan Penyusunan Draft Rancangan

Peraturan Daerah tentang
Pertanggungj APBD dan

Jumlah Dokumen Persiapan Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan dan
Per ji Pemerintah

Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Draft
Laporan Dana Transfer kepada Pemerintah
Pusat

Jumlah draft laporan
pengelolaan dana transfer

Jumlah draft dokumen pengelolaan

dana transfer

Pengelola Data Pencairan Dana

Indikator Kinerja

Jumlah draft dokumen analisis data
belanja bantuan keuangan, dana
darurat dan mendesak serta dana
bagi hasil

Jumlah draft dokumen pengelolaan
dana transfer

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Bidang Aset Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja

Jumlah dokumen kebi

kan pengelolaan
ik Daerah

Barang

Jumlah dokumen laporan hasil pengadaan

Barang Milik Daerah

gelolaan BMD.
sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah dokumen pembukuan Barang Milik

Daerah

Jumlah laporan pemanfaatan dan
pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah kegiatan penatausahaan Aset

Birokrasi Perangkat Daerah

SEKRETARIS
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Terselenggaranya Reformasi Jumlah dokumen pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Meningkatnya nilai SAKIP

Perangkat Daerah

Milai SAKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya nilai indeks
kepuasan masyarakat

Nilai indeks kepuasan
masyarakat

Terselenggaranya Administrasi
Ururn dan Kepegawaian

Jumlah Dokumen Administasi
Urnurn dan Kepegawaian

Terselenggaranya Administrasi

Keuangan

Jumiah Laporan Keuangan

Perencana Ahli Muda

Sub Bagian Umum Dan Kepagawaian

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Indikator Kinerja

Tersusunmya Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Dok Pel

Tersedianya dokumen Reformasi Birokrasi
lingkup Urmum dan Kepegawaian

Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi
lingkup Limum dan Kepegawalan

Perangkat Daerah

Jumlah Dok Pelaporan
Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Survei Kepuasan
Masyarakat yang telah diverifikasi

Jumlah Laporan Survei Kepuasan

Masyarakat

Tersusunnya Dokumen Evaluasi

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi

Terselenggaranya Pengelolaan Urusan

Rumah Tangga Dinas

Jumlah Dokumen Urusan Rumah Tangga

Dinas

Perangkat Daerah

Terselenggaranya Pengelolaan dan
Penyimpanan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah

Perencana Ahli Pertama

ya Urusan Kepr
Hubungan Masyarakat

dan | Jumlah kegiatan urusan keprotokelan dan

hubsungan rasyarakat

Indikator Kinerja

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Tersedianya Konsep penyusunan dan
evaluasi Standar Operasional Prosedur

Jumlah Dokumen Standar Operasional

Prosedur

Jumlah dokumen standar pelayanan

Perangkat Daerah

Jumlah Dok Pelaporan

Ter va Dak

Perangkat Daerah

Tersedianya surat masuk dan surat keluar

Jumnlah surat masuk dan surat keluar

Perangkat Dagrah

Tersusunnya Dokumen Evaluasi

Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Kepegawaian

Jumilah Dokumen Kepegawaian

lumlah Dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah

Tersedianya bahan peningkatan

kesejahteraan pegawai

Jurlah Rekomendasi dari BKPSDM

mengenai Pencairan TPP

Ter

bahan i ilai

kinerja pegawai

lumlah dokumen penilaian kinerja pegawai

Perancang Peraturan Perundang-undang

Terselenggaranya pengebolaan administrasi

Jumlah Dokumen Adminstrasi Perjalanan

Sasaran

Tersusunnya dokumen bahan

peraturan perundang-und:

Arsiparis

Sasaran

Terlaksananya pembuatan dan
penerimaan arsip naskah dinas,
surat dalam rangka penciptaan arsip

Terlaksananya pemberkasan arsip

aktif

terdaftar di daftar arsip Kepuasan Masyarakat

‘Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan

Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Analis Tuntutan Ganti Rugi

‘Anais Standard Harga

Sasaran

Indikator

Pengolah Data Laporan Kas

Tersedianya laporan identifikasi dan
inventarisasi data terkait belanja
daerah

Jumlah laporan identifikasi dan
inventarisasi data terkait belanja
daerah

Indikator Kinerja

Tersedianya laporan pengolahan dan
analisis data terkait Belanja Daerah

Jumlah laporan pengolahan dan
analisis data terkait Belanja Daerah

Jumlah draft dokumen hasil
pencatatan seluruh hasil
pendapatan dan belanja

daerah

Jumlah draft dokumen
pengelolaan dana transfer

Tersedianya rekomendasi terkait
belanja daerah

Jumlah bahan rekomendasi terkait
belanja daerah

Tersedianya laporan monitoring dan
evaluasi terkait belanja daerah

Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi terkait belanja daerah

Tersedianya laporan pengolahan dan
analisis data terkait Dana Transfer

Jumlah laporan pengolahan dan
analisis data terkait Dana Transfer

Tersedianya monitoring dan evaluasi
terkait Dana Transfer

Tersedianya monitoring dan evaluasi
terkait Dana Transfer

Inventaris
sasaran Indikator sasaran Indikator sasaran Indikator i a i
Kebijakan bahan
Tersedianya Pembukuian MO Lol
analsis data
BMD daerah RKBMD dan RKPBVMD
Kebijakan Jumlah dokumen analiss data “Jumlah bahan kebijakan
BMD e usulan standar harga DKPBMD dan DKPBMD
Terlaksananya rek o) b
Bl L Jumlah kegiatan pengelolaan
aplikasistandar harga bara
dan evaluasi 2 e
Tersusunnya dokumen analsis | Jumlah dokumen analisis penyaiian
informasi
non keuangan Keuangan
h 2 ‘Analis Pengelolaan Jr——— Pengolah Data Laporan
Pengelola Pemanfaatan

Indikator Kinerja
Jumiah bahan kebijakan

Barang Milk Daerah

Jumlah bahan usulan
penggunaan BMD
Jumlah bahan pembinaan,
pengendalian dan
pengawasan BMD

daerah (8VD)
daftar hasl pengadaan BMD L cooimm |
= Tumiah GoKumen berita ara

[ Jamah dokumen berfta |

PRI L RS
erat

‘acara rekonsiasi Barang.
Milik Daerah

Tumiah Dokumen Berita Acara

Barang Milk Daerah (BMD)

Rekonsilasi Barang Milk
Daerah @D}

Jumlah Laporan Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat

Jumiah Dokumen Standar
Operasional Prosedur yang
telah dianalisis
Jumlah Dokumen Evaluasi
Standar Operasional
Prosedur

Jumlah dekumen

Jumlah dekumen
rekomendasi pencairan TPP

Jumlah dokumen indeks
profesionalitas ASN

Jumlah kegiatan
pengelolaan Sadasbor

Jumlah dokumen kinerja
pegawai
Jumlah dokumen

pengelolaan administrasi
perjalanan dinas
Jumlah kegiatan
pengelolaan aplikasi SIMPEG
Jumlah surat dinas

lurnlah Laporan Pengelolaan
LHKPN

Jumnlah Laporan Pengelalaan
LHKASN

telah diberikan nomor surat

Jumlah Surat Masuk yang
telah didispos
Jumlah kegiatan

pendistribusian surat

Jumlah Surat Keluar yang

diterima

Jumlah Surat Keluar yang

Jumlah kegiatan
penyimpanan arsip

perjalanan dinas Dinas
Indikator Kinerja
Jumlah dokumen bahan peraturan
perundang-und:
Indikater Kinerja
Analis Akuntabilitas Kinerja _ Pengelola Barang Milik
Pengadministrasi Umum
Jumlah surat/ naskah dinas yang Aparatur MNegara
terregister Indikater Kinerja Indikator Kinerja Indikatar Kinerja
Jumlah Surat Masuk yang Jumiah dokumen berita
1 i Jumlah Data Survei
Arsip yang diberkaskan dan diterima acara rekonsiliasi aset

Jumlah dokumen laporan
persediaan

Jumlsh dokumen berita
acara stock opname

Jumlah dokumen laporan
belanja modal

Inventaris Barang dan Kartu

Inventaris Ruangan

Jumiah Dokumen Surat
Pemegang Kendaraan dan
Barang Inventaris

Jumlah Buku Inventaris
Barang

Jumnlah Buku Penerimaan

dan Pengeluaran Barang

Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja

Jumiah laporan penetapan dan verifikas pajak.

Jumiah aporan

Jumlah lsporan pelayanan pajak daerah

Sub Bagian Keuangan

Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya pengajuan pencairan
belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang telah diverifikasi

Jurnlah laporan pengajuan
pencairan belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang telah diverifikasi

Terlaksananya pencatatan
pengelolaan keuangan yang telah
diverifikasi

Jumlah laperan pencatatan
pengelolaan keuangan yang telah
diverifikasi

Tersedianya laporan keuangan
badarn yang telah diverifikasi

Jumlah laporan keuangan badan
vang telah diverifikasi

Tersedianya laporan
pertanggungjawaban yang telah

Jumlah laporan
pertanggungjawaban yang telah

diverifikasi diverifikasi
Pengelela Sarana Prasarana Pengelola Data Laporan
Rumah Tangga Dinas Pertanggungjawaban s
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jurnlzh dokumen kebutuhan
sarana dan prasarana kantor

Jumlah bahan untuk pengajuan
pencairan belanja dan pengeluaran
pembiayaan

Jumlah dokumen
pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor

Jumlah laporan pajak badan

Jumlah laporan kegiatan

Jumlah kegiatan pengecekan
gedung kantor

Jumlah konsep laparan keuangan
badan

| |

Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah

sasaran Indikator Sasaran

Indikator

Tersedianya bahan laporan

Ish bahan | I
pembetulan, pembatalan, keberatan, | 147Ieh bahan laporan pembetulan,

penetapan pajak daerah
mutasi objek dan subjek pajak

dan verifikasi pajak daerah

oah dan subjek pajek daerah

Tersedianya bahan laperan

Jumlah bahan laporan
iministrasian, verifikasi data,

validasi atas permohonan

verifikasi data,

pendaftaran data baru pajak daerah

validasi atas permohonan
pendaftaran data baru pajak daerah

Tersedianya bahan laporan
penetapan NPWPD.

Jumish bahan laporan penetapan

Tersedianya bahan laporan

pembuatan keterangan NIOP pajak

Jumizh bahan laporan pembuatan
keterangan NJOP pajak daerah

Tersedianya bahan laporan

perekaman data transaksi jual bell
atas tanah dan

Jumiah bahan laporan perekaman
data transaksi jual belidan
tanah dan

bangunan pajak daerah

bangunan pajak daerah

Tersedianya bahan laporan
pengelolaan

Jumlah bahan laporan pengelolaan

sistem informasi pajak daerah

Tersedianya bahan laporan

daerah

penyusunan standar pelayanan pajak

Jumiah bahan laporan penyusunan
standar pelayanan pajak daerah

dan penetapan pajak daerah

Terlaksananya penyusunan | Jumiah dokumen regulasi
rancangan regulasi verifikasi | verifikasi dan penetapan
pajak daerah

Terlaksananya Kegiatan
Pengadministrasian

Jumlah Laporan
Pengadministrasian
Pembayaran Pajak Daerah | Pembayaran Pajak Daerah

Jumlah

hasil pajak daerah dan

dan pengalokasian dana bag! | dan pengalokasian dana bagi
hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kepada Desa | retribusi daerah kepada Desa

Terlaksananya Kegiatan

pajak ke lapangan

Jurnlah laporan verifikasi
verifikasi objek dan subjek | objek dan subjek pajak ke

lapangan

I

Analis Pajak Daerah

Retribusi

0 Indikator Kinerja
Jumiah laporan data penetapan dan

Indikator Kinerja

Jurmiah bahan laporan data Indikator Kinerja

penetapan PB5 P2

pajak daerah

pajak

Pengolah Data Kebijakan
Pajak

Indikator Kinerja

Jumlah lsporan data penetapan
dan verifikasi pajak daerah

Jumiah rancangan regulas verfikasi dan
u

palak daerah

diaralsis

Sumiah bahan penyusunan
standar pelayanan publi lingkup.
paiak daerah

Jumiah

dan

va
russk, hilang stau belum
diterima

etrbusi daerah kepada Desa

Jumiah laporan kegiatan verifikasi objek
dan subjek pajsk ke lspangan

Jumizh paran panetapan nila paja
rih

Jumiah data ancangan regulasi
verifikasi dan penetapan pajak
dzersh yan teish disusun

Jumiah Data Laporan
Pengacministrasian Pembayaran
Pjak Daerah

Jumiah data aporan

g hasi pajak daerah dan
retrlbusi daerah kepada Desa

Jumish data aporan kegiatan
verifikasi objek dan subjek pajak
kelapangan

Jumlah data aporan penetaoan
isi pajak daerah

1
T

1

1

Jumlzh laporan pembayaran belanja
dan pengeluaran pembiayaan dan
transaksi lainmya

Jumlzh dokurmen administrasi

Jumiah tanda bukti setoran dalam
bentuk nota penerimaan yang telah
divalidasi oleh bank dan telah
diregister

Jumlah laporan
pertanggungjawaban kepada
pengguna anggaran/Kepala Badan

Jumlah dokumen rekonsiliasi
dengan bidang terkait penerimaan
pendapatan daerah

Jumlah kegiatan koordinasi dan
komsultasi terkait pendapatan
daerah

Analis Perencanaan, Pengelola bahan
Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlzh Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan

Jumlah Dokumen Pelaparan

Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi
Kinerja Kinerja
1
1
1
1
Bidang dan Asli
Daerah
Sasaran Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan PAD
Jumlah dokumen pengembangan
PAD
Jumlah orang yang mengikuti
pembinaan PAD
Pajak
Daerah Jumlah dokumen Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Jumiah laporan PAD

Jumlah laporan evaluasi PAD

T prewevey BN B [ e ——
Sasaran ndikator Indikator Kinera Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
o | e Tomlah bahan laporan Jumiah dokumen pencatatan data o
erlaksananya pengolahan | o luL TG Ol L ah dan an surat. hotel iai
Gl 1 D kit PAD TR R s B e ]
nagihan ajak daerah anah (ZNT) sebagai dasar
Tersedianya laporan terkait | Jumiah dokumen aporan T GRS eIy e s
b Pt Jumiah laporan pemerikszan
pajak daerah —= penagihan paiak hiburan Tersusunnya laporan peneltan atas
R R e pengjuan pembetulan SPPT
penyam e mengeni luzs bumi dan luas
bangunan Objek PB
o Tersusunnya laporan penelitian atas . :
= sl i otui it Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
S NIR, 2NT, NIGP dan besarnya PEB -
s sk b P Sasaran Indikator
[—Turiah Gahan faporan - APBD
e e, Tersusunnya laporan penelitan atas
bukan logam et Jumiah bahan a
Jumlah bahan lsporan dan PAD yang

penagihan pajak air bawah

telah diverifikasi diverifikasi

Qbjek dan Subjek P33 dan BPHTE
apabila Niloi Objek dan Subjek
dirsgukan

Tersusunnya laporan hasil pemilahan
NOP atas permohanan mutasi pecah,
data baru dan membuat rekapitulasi
per bulan atas pemberian NOP baru

Tersusunnya laporan bahan evaluasi
ketetapan Nilai Jual Objek Pajak

Singaparna,

Jumiah pendataan bangunan
baru/ data baru PBB P2 yang telah
diverifikasi

daerah Jumiah pendataan dan
pemutakhiran pajak daerah non
PBB yang telah diverifikasi

Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Indikator
pembinaan i
dan penyuluhan PAD yang
diverifikasi diverifikasi

Tersedianya bahan pembinaan

Jumlah bahan pembinaan dan

diverifikasi

dan lah

penyuluhan PAD yang,
diverifikasi

daerah

informasi pajak daerah

dan

Tersedianya diseminasi informasi

Jumiah diseminasi informasi dan

publikasi

Terlaksananya perumusan

|

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Sasaran Indikator

Tersedianya bahan evaluasi | Jumlah bahan evaluasi dan
dan pelaporan PAD yang telah| ~ pelaporan PAD yang telah

Pengolah Data Monitoring
dan Evaluasi Kebijakan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator Kinerja

Jumiah bahan laporan PAD

Jumlah bahan pengendalian atas
realisasi capaian target pajak
daerah

Jumiah bahan monev terhadap
pelaksanaan pemungutan dan
pelaksanaan PAD

diverifikasi diverifikasi
Jumiah bahan
dan evalua:
pemungutan PAD pemungutan PAD
Terlaksananya pengendalian atas | Jumiah dokumen pengendalian
ian target pai: i capaian target pajak
daerah daerah
Terlaksananya P P

Jumlah bahan penertiban pajak
daerah

pelaksanaan PAD pelaksanaan PAD

kebijakan strategis penyuluhan
dan penyebarluasan informasi
pajak daerah dan retribusi pajak

Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang telah

daerah yang telah diverifikasi i
‘Analis Penyuluhan Layanan Pengolah Data Penyuluhan
Analis Pendapatan Daerah Pengelola Pendapatan T e dan Layanan Informasi
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumiah bahan penyusunan APBD
yang telah dianalisis

Jumiah Data Bangunan Baru PBB

Jumiah Data Potensi PAD yang. Jumiah

Jumlah bahan laporan pembinaan
dan penyuluhan PAD yang telah
dianalisis

Jumiah bahan pembinaan dan
penyuluhan PAD

telah dianalisis pemutakhiran pajak dacrah non

Jumiah Data Perkembangan PAD
yang telah dianalisis

Jumiah Data Sumber-Sumber
Potensi PAD yang telah dianalisis

‘1":\'

Drs, RONI A. SAH

media cetak

Jumiah data waiib pajak

Jumiah laporan pembinaan dan

Jumlah pengadaan layanan SMs

Gateway/LBA/BLAST

penyuluhan PAD yang
dianalisis
Jumiah konsep dokumen
Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang

Januari 2023
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NIP. 19681008 198803 1 003

Terlaksananya penertiban pajak
daerah

Jumiah objek pajak penertiban
pajak daerah
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